BATAS KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI by Riptia Nur Martiandika Putra, Riptia
i 
 
BATAS KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM 
MELAKUKAN PENYADAPAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 
 
 
SKRIPSI 
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat 
 Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum 
 
Oleh:  
RIPTIA NUR MARTIANDIKA PUTRA 
NPM 5116500161 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2020 
 
 
ii 
 
PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
BATAS KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM 
MELAKUKAN PENYADAPAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 
 
Riptia Nur Martiandika Putra 
NPM 5116500161 
 
Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing 
  
 
 
iii 
 
PENGESAHAN 
 
BATAS KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM 
MELAKUKAN PENYADAPAN  
TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI 
 
Riptia Nur Martiandika Putra 
NPM 5116500161 
 
Telah Diperiksa dan Disahkan oleh 
 
 
iv 
 
PERNYATAAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama : Riptia Nur Martiandika Putra 
NPM : 5116500161 
Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 15 Maret 1998 
Program Studi : Ilmu Hukum 
Judul Skripsi  : BATAS KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI 
PENYIDIK DALAM MELAKUKAN 
PENYADAPAN TERHADAP PERKARA TINDAK 
PIDANA KORUPSI 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis 
sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh 
orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernytaan penulis ini tidak benar, 
maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh 
dibatalkan. 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 
 
 
 
v 
 
ABSTRAK 
Riptia Nur Martiandika Putra. BATAS KEWENANGAN JAKSA 
SEBAGAI PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYADAPAN TERHADAP 
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.  Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2020.  
Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia membuat aparat penegak 
hukum yang dalam hal ini difokuskan kepada jaksa. Salah satu usaha yang 
dilakukan oleh jaksa dalam memberantasnya dengan menggunakan teknik 
penyadapan. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan disebutkan bahwa “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan 
wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang.” Dapat dikatakan bahwa jaksa berwenang melakukan penyidikan 
terhadap perkara korupsi. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui kewenangan jaksa sebagai 
penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi 
(2) Untuk mengetahui apa saja hambatan jaksa dalam melakukan penyadapan 
terhadap perkara tindak pidana korupsi.  
Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan 
normatif empiris yaitu mengkaji implementasi hukum tertulis dalam hubungan 
hidup bermasyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara 
Wawancara (Interview) dan Studi Pustaka/ Dokumen. Dalam metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum 
bagi  mahasiswa, akademisi, praktisi dan masyarakat pada umumnya serta peneliti 
pada khususnya  tentang kewenangan jaksa yang lebih terbatas dalam penggunaan 
alat sadap, untuk melakukan penyadapan harus seijin pengadilan dan adanya 
lembaga lain yang berwenang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.  
 
Kata Kunci:Kewenangan Jaksa Melakukan Penyadapan, Perkara Korupsi. 
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ABSTRACT 
Riptia Nur Martiandika Putra. LIMITATION OF THE AUTHORITY OF 
THE PROSECUTOR AS AN INVESTIGATOR IN BURNING UP A CRIMINAL 
ACTION OF CORRUPTION. Essay. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, 
Pancasakti University, Tegal, 2020. 
The rise of corruption in Indonesia has made law enforcement officials, in 
this case focused on prosecutors. One of the efforts made by the prosecutor in 
eradicating it was using tapping techniques. Article 30 paragraph (1) of Law 
Number 16 Year 2004 concerning the Prosecutor's Office states that "In the 
criminal field, the prosecutor's office has the duty and authority to carry out 
investigations of certain crimes based on law." It can be said that the prosecutor 
has the authority to carry out investigations into corruption cases. 
This study aims: (1) To find out the authority of prosecutors as 
investigators in wiretapping cases of criminal acts of corruption (2) To find out 
what are the obstacles of prosecutors in tapping cases of corruption. 
Researchers conducted research using the empirical normative approach, 
namely examining the implementation of written law in social life relationships. 
Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Methods 
of data collection by means of interviews (Interview) and literature / document 
studies. In the data analysis method used in this research is qualitative analysis. 
The results of this study are expected to increase legal knowledge for 
students, academics, practitioners and the general public as well as researchers 
in particular regarding the more limited authority of prosecutors in the use of 
tapping devices. corruption crime. 
 
Keywords: The Authority of Prosecutors to Make Wiretaps, Corruption Cases.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum, yang 
bermakna bahwa hukum memiliki arti penting dalam kehidupan. Hukum 
dijadikan sebagai pedoman tingkah lakumanusia dalam hubungannya dengan 
manusia yang lain, dan hukumyang mengatur segala kehidupan masyarakat 
Indonesia. Sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Setiap 
tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspekmemiliki aturan, 
ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukummenetapkan apa yang 
harus dilakukan, apa yang boleh dilakukanserta apa yang dilarang.  
Hukum memiliki banyak segi dan cakupan yang luas. Hal ini 
dikarenakan hukum mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, tidak 
hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu 
mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus.Maka dari itu, upaya 
penegakan hukum di setiap aspek kehidupan perlu dilakukan.  Saat ini negara 
Indonesia tengah berusaha untuk menjunjung tinggi penegakan hukum, 
negara akan menjamin kedudukan setiap warganya di depan hukum dan 
dalam pemerintahan tanpa terkecuali.Penegakan hukum adalah suatu proses 
untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar terealisasi dan 
ditaati oleh masyarakat. Sehingga dapat tercipta kehidupan bangsa Indonesia 
yang aman, damai dan sejahtera. 
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Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-
perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat 
dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.1Hans Kelsen 
menambahkan bahwa hukum adalah aturan (rule) sebagai suatu sistem 
aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum 
tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan 
(rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu 
sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum hanya 
memperhatikan satu aturan saja.2 
Jaksa merupakan salah satu aparat pemerintah yang berhubungan dengan 
proses penegakkan hukum. Jaksa memiliki wewenang yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia yang di dalamnya terdapat beberapa bidang, diantaranya bidang 
pidana, bidang perdata, dan tata usaha negara serta ketertiban dan 
ketentraman umum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun2004 
menentukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 
berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan pengertian bahwa 
kewenangan penuntutan ada pada lembaga kejaksaan. Pasal 2 ayat (2) 
menentukan, kejaksaan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem 
peradilan pidana yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 
dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang dilaksanakan 
                                               
1SatjiptoRaharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005, hlm.38. 
2Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsesn tentang Hukum, Jakarta: Sekjen dan 
Kepaniteraan MK-RI, 2006,  hlm. 13. 
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secara merdeka yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah 
dan pengaruh kekuasaan lainnya.3 
Dalam konteks pidana, disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 
menyebutkan “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan 
wewenang: (a) melakukan penuntutan; (b) melaksanakan penetapan hakim 
dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (e) 
melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelumdilimpahkan ke pengadilan yang dalam 
pelaksanaannyadikoordinasikan dengan penyidik.”4 
Di Indonesia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih 
dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi 
mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak 
yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Istilah 
korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris 
adalah corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis disebut corruption dan 
dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie. Agaknya dari bahasa Belanda 
                                               
3Josua D. W. Hutapea, ”Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi”, 
Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 2/Mar-Apr/2017, hlm. 59. 
4Muhammad Insa Ansari dan Indra Kesuma Hadi, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa di 
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 60, Th. XV Agustus, 
2013, hlm. 226. 
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itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.5 Korup berarti busuk, 
buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untukkepentingan 
sendiri dan sebagainya).6 Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti 
penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).7 
Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat 
membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan 
pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai 
demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi 
sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju 
masyarakat adil dan makmur. 
Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat 
menyentuh berbagai macam kepentingan yang menyangkut hak asasi, 
ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa. Korupsi 
merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Menurut 
Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena 
mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang 
ada padanya.8 
Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak 
diputus bebaskannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya 
                                               
5Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
1991, hlm. 7. 
6WJS Poerwadarminta,Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982,  hlm. 
524. 
7Ibid. 
8Harkristuti Harkrisnowo, “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”, Jurnal Dictum LeIP, 
Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm. 67. 
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pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang 
dilakukannya. Apabila pelaku tindak pidana korupsi tertangkap dan dijatuhi 
vonis oleh majelis hakim sanksi hukuman pidana tersebut tidak sebanding 
dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. 
Dengan semakin maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia membuat 
para aparat penegak hukum yang dalam hal ini difokuskan kepada jaksa 
mencoba untuk memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai cara dan 
upaya. Adapun salah satu usaha yang dilakukan oleh jaksa dalam mencoba 
memberantasnya yaitu dengan menggunakan teknik penyadapan. Berdasarkan 
Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia disebutkan bahwa “Di bidang pidana, kejaksaan 
mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak 
pidana tertentu berdasarkan undang-undang.” Sehingga dari ketentuan 
undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa jaksa (Kejaksaan) berwenang 
melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi.9 
Teknik penyadapan ini dianggap lebih efektif dalam mengungkap suatu 
tindak pidana. Berhubung kasus tindak pidana korupsi sangat sulit dalam 
pengungkapannya, dikarenakan pula para pelakunya menggunakan peralatan 
yang canggih serta dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang 
terselubung dan terorganisir (korporasi). Oleh karena itu kejahatan ini sering 
disebut dengan kejahatan kerah putih atau disebut white collar crime, bahkan 
dapat disebut dengan kejahatan luar biasa. 
                                               
9Ahmad Harmaen, “Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal 
Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2013, hlm. 5. 
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Istilah pengunaan penyadapan (wiretapping) sendiri sudah tidak asing lagi 
ditelinga masyarakat Indonesia, penyebutan istilah tersebut sering digunakan 
terutama diberbagai pemberitaan dalam pengungkapan kasus di Indonesia 
khususnya penanganan korupsi. 
Hasilpenyadapandapatdijadikansebagaialatbuktidan petunjuk untuk 
mengungkap tindakpidanakorupsi yang terjadi. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai peranan jaksa terhadap 
penyadapan, dengan judul “BATAS 
KEWENANGANJAKSASEBAGAIPENYIDIKDALAMMELAKUKAN
PENYADAPANTERHADAPPERKARATINDAKPIDANAKORUPSI.” 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa 
permasalahanyang akan ditekankan pada penelitian ini, yaitu : 
1. Bagaimana kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam melakukan 
penyadapan terhadap perkaratindak pidana korupsi? 
2. Apa saja hambatan jaksa dalam melakukan penyadapan terhadap 
perkara tindak pidana korupsi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dari penulisan rumusan masalah diatas, yaitu : 
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1. Untuk mengetahui kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam 
melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi. 
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan jaksa dalam melakukan 
penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu 
hukum, khususnya pengetahuan hukum pidana. 
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan hukum pidana bagi setiap masyarakat pada 
umumnya dan peneliti pada khususnya tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam 
melakukan penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi. 
2. Manfaat Praktis 
Adanya sumbangan pikiran dan masukan-masukan dari hasil 
penelitian terhadap instansi-instansi aparat penegak hukum yaitu 
khususnya instansi Kejaksaan mengenai kewenangan jaksa sebagai 
penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara tindak 
pidana korupsi. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
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Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan 
hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang 
luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para 
subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum 
yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk 
menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara.10 
Jaksa adalah bagian yang penting dalam penyelesaian suatu kasus pidana. 
Pengertian jaksa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang 
untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain 
berdasarkan undang-undang.”11 
Penyadapan atau intersepsi merupakan salah satu upaya penegak hukum 
yang istimewa dalam usaha menemukan bukti-bukti yang cukup guna proses 
penyidikan. Dikatakan sebagai salah satu upaya yang istimewa karena upaya 
tersebut tidak dapat dilakukan serta merta dan secara rutin sebagai tindakan 
aparat penegak hukum. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan 
penangkapan, penahanan, interograsi, penggeledahan, dan lain sebagainya, 
penyadapan membutuhkan kecermatan sebelum melakukannya. Hal tersebut 
                                               
10Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, dalam Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan 
Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 16. 
11Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
IndonesiaPasal 1 ayat (1). 
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dikarenakan biasanya tindakan penyadapan dilakukan penegak hukum ketika 
timbul dugaan bahwa seseorang atau korporasi melakukan tindak pidana yang 
sangat membahayakan kepentingan umum, seperti korupsi, makar, terorisme, 
dan lain-lain.12 
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan rumusan atau definisi apa sebenarnya 
yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Namun demikian, mengingat 
kedua undang-undang ini adalah undang-undang yang saat ini berlaku 
(hukum positif) maka tidak salahnya apabila pada bagian ini diuraikan 
tipologi atau bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak 
pidana korupsi menurut kedua undang-undang ini. Tidak ada definisi baku 
dari tindak pidana Korupsi. Akan tetapi secara umum, pengertian tindak 
pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan 
negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan 
pribadi dan orang lain. 
Sebagai referensi peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian tentang 
“Batas Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Melakukan Penyadapan 
Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi” akan dicantumkan beberapa hasil 
penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya :  
1. Oky Riza Wijayanto, 2007, Universitas Negeri Semarang, Skripsi, 
mengenai Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara 
                                               
12 Hwian Christianto, “Tindakan Penyadapan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal 
Hukum Prioris, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 90. 
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Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banjarnegara dengan rumusan 
masalah Bagaimana Peran Jaksa dalam Penanganan Tindak Pidana 
Korupsi di Banjarnegara? Bagaimana Proses Penanganan Tindak 
Pidana Korupsi di Banjarnegara? Bagaimana Hambatan Jaksa dalam 
Penanganan Tindak Pidana Korupsi diBanjarnegara? 
Dilihat dari rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi 
lembaga kejaksaan dalam tindak pidana umum berwenang sebagai penuntut 
umum. Tetapi dalam tindak pidana korupsi Lembaga Kejaksaan berwenang 
sebagai penuntut umum sekaligus sebagai penyidik. Kewenangan jaksa 
sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus diatur oleh Undang-Undang 
Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya 
dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d. Penyelidikan Bunyi dari Pasal 30 ayat (1) 
huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia yaitu : “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan 
wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu” Pengertian 
“penyelidikan“ dimuat pada Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana yang berbunyi : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan 
penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai 
tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Penyidikan Pengertian 
penyidikan dimuat pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana yang berbunyi : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan 
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penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya.” Penuntutan pengertian penuntutan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dalam pasal 1 butir 7 yang 
menyebutkan: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk 
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan 
supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan.“ Hambatan jaksa dalam 
penanganan tindak pidana korupsi dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi 
ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi 
tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal ini dikarenakan karena 
orang tersebut takut kepada atasannya. Dalam hal terjadinya tindak pidana 
korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, 
tetapi dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal 
terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi 
tindak pidana korupsi, tetapi tidak berani dalam melaporkannya. Saksi dan 
terdakwa yang terlalu lama karena sering berpindah-pindah tempat 
tinggalnya, sehingga akan menjadikan penyidikan memakan waktu yang 
lama. Untuk itu kerja sama dengan instansi terkait sangat perlu guna 
suksesnya penanganan tindak pidana korupsi. Kesulitan yang timbul adalah 
dalam hal penyidik untuk menemukan harta benda tersangka atau 
keluarganya yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi untuk disita 
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sebagai barang bukti. Penyitaan ini sangat penting sifatnya yaitu untuk 
mengembalikan keuangan negara yang telah di korupsi, untuk selanjutnya 
digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya penanganan 
tindak pidana korupsi diprioritaskan untuk mengembalikan keuangan negara. 
2. Salahuddin Luthfie, 2011, Universitas Indonesia, Tesis, mengenai 
Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 
dengan rumusan masalah apakah yang menjadi dasar pemikiran 
kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi? Dan 
bagaimanakah mekanisme penanganan tindak pidana korupsi di 
kejaksaan? 
Dilihat dari rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi, kewenangan 
penyidikan kejaksaan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang 
ada sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun 
berdasarkan pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang penegakan hukum. 
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. Secara ringkas dikatakan bahwa penyidikan 
merupakan kegiatan yang ditunjukan untuk mempertanggungjawabkan hasil 
dari kegiatan penyidikan di forum pengadilan. Mekanisme penanganan tindak 
pidana korupsi di kejaksaan terdiri dari 4 (empat) tahap, tahap penyelidikan, 
tahap penyidikan, tahap penuntutan serta tahap upaya hukum dan eksekusi, 
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dimana pelaksanaannya dilakukan oleh bidang intelijen dan bidang tindak 
pidana khusus, yang struktur organisasinya berkarakter birokratis, sentralistis, 
pertanggungjawaban hierarkis dan komando. 
3. Marfuatul Latifah, 2012, Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1, 
mengenai Legalitas Kewenangan Jaksa DalamPenyidikan Tindak 
Pidana Korupsidengan rumusan masalah Bagaimana Legalitas 
Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi?  
Dilihat dari rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh jaksa, terletak 
dalam dua peraturan hukum yang berbeda. Yaitu ketentuan peralihan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf 
d Undang-Undang Kejaksaan. Keberadaan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan ketentuan peralihan 
seharusnya menyebabkan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh jaksa 
telah habis masa berlakunya sehingga jaksa tidak bisa lagi melakukan 
penyidikan tindak pidana korupsi jika dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 
tersebut. Namun, pada tahun 2004 dilakukan penggantian undang-undang 
kejaksaan yang memberikan jaksa kewenangan untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana korupsi pada pasal 30 ayat (1) huruf d. Kewenangan jaksa 
dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan 
pada pasal 30 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan, pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat, karena 
pembentuk undang-undang meletakkan jenis tindak pidana korupsi dalam 
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penjelasan pasal. Guna mempertegas dan menyelesaikan polemik atas 
legalitas kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana 
korupsi, maka pembentuk undang-undang sebaiknya melakukan pembaruan 
terhadap undang-undang kejaksaan. 
4. Adhy Iswara Sinaga, 2015, Law Journal Volume 3 Nomor 2, 
mengenai Pengaturan Tentang Penyadapan (Intersepsi) Dalam 
Perundang-Undangan Di Indonesia dengan rumusan masalah 
Bagaimanakah Pengaturan Tentang Penyadapan Yang Dimuat Di 
Dalam Perundang-Undangan Nasional Saat Ini? Mengapa Penting 
Pengaturan Tentang Penyadapan Dibuat Dalam Bentuk Undang-
Undang? Apakah Dengan Diberikannya Kewenangan Penyadapan 
Kepada Aparat Penegak Hukum Bertentangan Dengan Hak Asasi 
Manusia?  
Dilihat dari rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penyadapan di dalam perundang-undangan nasional ada 
yang mengatur, tata cara penyadapan mulai dari bukti permulaan dimulainya 
penyadapan, izin untuk melakukan penyadapan, lamanya waktu penyadapan, 
perpanjangan waktu penyadapan, pengecualian dalam melakukan 
penyadapan, perintah penyadapan dari atasan atau pimpinan penyidik, dan 
ada pula undang-undang yang tidak mengatur mekanisme 
penyadapan.Pentingnya pengaturan penyadapan di buat dalam bentuk 
undang-undang karena masalah penyadapan berkaitan erat dengan hak asasi 
manusia. Instrumen hukum yang dapat membatasi hak privasi manusia hanya 
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dapat dilakukan dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945,bukan Peraturan Pemerintah.Pengaturan dalam bentuk undang-undang 
diperlukan guna penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi, harkat, 
martabat, serta nilai-nilai kemanusiaaan. Menghindari penyalahgunaan tata 
cara penyadapan atau penggunaan wewenang yang melanggar hak asasi 
manusia. Diberikannya kewenangan penyadapan kepada aparat penegak 
hukum secara normatif tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. 
Kewenangan penyadapan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang 
ada memenuhi asas legalitas dan sesuai dengan norma dasar di dalam Pasal 
28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
F. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan 
konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.Penelitian merupakan 
sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan 
ilmu pengetahuan.Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu 
research yang secara logawiyah berarti mencari kembali.13 
1. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
pendekatan normatif empiris. Pendekatan hukum normatif yaitu 
penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, 
                                               
13Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-13, 
2012, hlm. 27. 
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sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan 
materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan 
kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat 
aspek terapan atau 
implementasinya.14Sedangkanpendekatanempirisadalahpenelitianhu
kumpositiftidaktertulismengenaiperilakuanggotamasyarakatdalamhu
bunganhidupbermasyarakat.15 
Jadi pendekatan normatif yang dimaksudkan di dalam penelitian 
ini adalah dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat 
mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan 
yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji 
kewenangan jaksa sebagai penyidik dalam melakukan penyadapan 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field 
research) yaitu penelitian yang menggunakan data primer. Sumber 
datanya dapat diperoleh melalui observasi, penyebaran angket, 
wawancara, dan partisipasi.16Penelitian ini termasuk penelitian 
lapangan karena data yang digunakan lebih banyak menggunakan 
data primer berupa wawancara. 
                                               
14Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004, 
hlm. 101. 
15Ibid., hal. 155. 
16Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Buku Panduan Penulisan Skripsi, 
Tegal: Fakultas Hukum, 2019, hlm. 3. 
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3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan data sekunder.Data primer yaitu data yang diperoleh 
secara langsung dari informan sebagai sumber pertama.17Data 
sekunder yaitu data yang di dapat dari sumber kedua, yaitu data 
pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan sumber data 
primer, antara lainberwujud buku-buku, jurnal dan majalah, maupun 
catatan pribadi, disertasi atau tesis, dan dokumen resmi.18 
Data sekunder dibagi menjadi 2 bahan hukum, yaitu: 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi 
hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, misalnya 
peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini 
menggunakan undang-undang diantaranya : 
1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 
1981 tentang HukumAcaraPidana; 
2) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;  
3) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2001 tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 31 
                                               
17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2005, hlm, 12. 
18 Lexy j. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, hlm 
159. 
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Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. 
4) PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor11/
PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis 
Penyadapan Terhadap Informasi. 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berisi 
penjelasanmengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari 
hasil-hasil penelitian sebelumnya, berupa : 
1) Jurnal-jurnal nasional dan internasional terkait peran 
jaksa dalam penyidikan; 
2) Jurnal-jurnal terkait penelitian hukum tentang peran 
kejaksaan, sistem peradilan pidana, tindak pidana 
korupsi, dan sistem pembuktian; 
3) Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu 
diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memperoleh data 
yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun 
metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini yaitu 
sebagai berikut : 
a. Wawancara (Interview) 
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 
yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) yangmengajukan pertanyaan dan 
yangdiwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan.19 
b. Studi Pustaka/ Dokumen 
Studi pustaka/ dokumentasi merupakan alat 
pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada 
subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang diteliti dapat 
berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, dapat juga 
laporan, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen 
lainnya.20 
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis kualitatif. Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada 
proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap 
dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan logika 
ilmiah. Dan menekankan pada usaha menjawab pertanyaan 
penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.21 
 
 
                                               
19Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, 
hlm. 135. 
20Suteki dan Galang Taufan,  Metodologi Penelitian Hukum, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, 
hlm. 217. 
21Ibid, hlm. 243. 
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G. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian yang berjudul “Batas Kewenangan Jaksa Sebagai 
Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan Terhadap Perkara Tindak Pidana 
Korupsi”,akan dibuat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-
masing terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual, yang berisikan landasan teori yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan 
memperhatikan variable penelitian yang termuat dalam judul. 
Bab III   Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis membahas 
Batas Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Melakukan 
Penyadapan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi. Sehingga 
hasil akhirnya diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 
penelitian selanjutnya. 
Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran, dimana akan ditarik suatu 
kesimpulan dari suatu penelitian yang akan dilakukan dengan 
berlandaskan kepada data dan analisis data yang telah diperoleh 
21 
 
 
 
dengan penelitian, dan juga saran yang berhubungan dengan 
kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. 
 
BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL  
A. Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Korupsi 
1. Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 
(yuridis normatif) yang berarti perbuatan yang melanggar. Menurut Vos, 
tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan 
perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang 
dengan ancaman pidana.22 Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut 
teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena 
kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, 
sedangakan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh 
peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 
dihukum.23 
Pendefinisian hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut 
pandang yang menjadi acuannya.Secara umum ada dua pengertian 
tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan ius poenale dan ius 
                                               
22Tri Andrisman,Hukum Pidana, Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung, Hlm. 81. 
23Ibid. 
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puniend.Ius poenale merupakan pengertian hukum pidana objektif, 
hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah “aturan-
aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa 
pidana”.Sementara itu Simons merumuskan hukum pidana objektif 
sebagai “Semua tindakan-tindakan keharusan (gebod) dan larangan 
(verbod) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang 
kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus, yaitu pidana, 
demikian juga peraturan-peraturan yang menentukan syarat bagi akibat 
hukum itu.” Selain itu Pompe merumuskan hukum pidana objektif 
sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa 
yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang 
bersesuainya.24 
Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian 
daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang 
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan 
tersebut.  
                                               
24Kadarudin (ed), Buku Ajar Hukum Pidana, Makasar: Pustaka Pena Perss, 2016, hlm. 2 
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b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.  
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut.  
Perumusan Moeljatno mengindikasikan bahwa hukum pidana 
merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang tiga unsur yakni 
aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses 
verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini 
menunjukan keterkaitan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana 
formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana 
materiil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil 
(hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil 
tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana 
materiil (tindak pidana).25 
2. Tindak Pidana Korupsi 
Di Indonesia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih 
dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat 
dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang 
kehidupan. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. 
                                               
25Ibid.,hlm. 3 
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Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt, dalam bahasa 
Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan 
coruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam 
bahasa Indonesia.26 
Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok (memakai 
kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).27 Korupsi 
adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan 
uang sogok dan sebagainya).28 Dapat di artikan bahwa perbuatan yang 
dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang 
bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Sebagai contoh, perbuatan 
seorang pejabat pemerintah yang secara bertentangan dengan hukum, 
secara keliru menggunakan kekuasaannyauntuk mendapatkan 
keuntungan kepada dirinya sendiri atau untuk orang lain. Dimana 
terdapat perbuatan yang dengan sengaja dan disadari bahwa oknum 
pejabat tersebut telah melakukan perbuatan korupsi. 
Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat 
membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan 
pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-
nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan 
menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita 
menuju masyarakat adil dan makmur. 
                                               
26Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 
1991, hlm. 7. 
27WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982,  hlm. 
524. 
28Ibid 
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Seiring dengan berkembangnya tindakan korupsi disuatu negara, 
maka akan mempengaruhi terhadap tingkat kesejahteraan dinegara itu 
sendiri. Pada akhirnya akan berpengaruh tidak hanya pada satu aspek 
kehidupan saja, melainkan juga akan mempengaruhi pada berbagai aspek 
kehidupan. Aspek-aspek tersebut dapat di bagi menjadi: 
1. Dampak Korupsi Terhadap Aspek Ekonomi  
Tindakan korupsi akan menghambat jalannya kegiatan 
perekonomian di suatu negara, karena para pelaku ekonomi akan 
merasa dirugikan dan enggan melakukan kegiatan ekonomi. 
Sehingga akan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu 
negara dan menimbulkan banyak permasalahan di sektor 
perekonomian, diantaranya yaitu : 
a. Penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan 
ekonomi  
b. Rendahnya kualitas barang dan jasa produksi bagi publik  
c. Menurunnya tingkat pendapatan suatu negara  
d. Menurunnya kepercayaan diri para investor  
e. Keterbelakangan perekonomian negara  
2. Dampak Korupsi Terhadap Aspek Sosial dan Kemiskinan 
Masyarakat  
Ada beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat 
tindakan korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan 
masyarakat, salah satu diantaranya yaitu : 
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a. Tingginya tingkat pengangguran  
Kemiskinan disuatu negara disebabkan karena 
tingginya tingkat pengangguran.Salah satu penyebab 
tingginya tingkat pengangguran disuatu negara adalah 
berkuasnya para pelaku koruptor. 
b. Terhambatnya dalam mengentas kemiskinan  
Pada dasarnya pemerintah telah memiliki rancangan 
dan anggaran dalam mengatasi masalah kemiskinan. 
Namun banyaknya pejabat negara yang melakukan 
tindakan korupsi, salah satunya yaitu dengan cara 
menyelewengkan anggaran pemerintah yang diberikan 
untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang pada akhirnya 
berakibat pada lambatnya dalam mengentas masalah 
kemiskinan. 
c. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin  
Meluasnya para pelaku koruptor akan berimbas 
terhadap sulitnya mengakses informasi bagi masyarakat 
miskin khususnya dalam masalah pekerjaan, karena 
anggaran yang diberikan untuk periklanan telah 
diselewengkan oleh para koruptor. Sehingga pada 
akhirnya masyarakat miskin sulit mendapatkan pekerjaan 
dan bahkan tidak bekerja. 
d. Kurangnya solidaritas sosial  
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Banyaknya para peaku koruptor juga mempengaruhi 
terhadap sifat kebersamaan, karena para pelaku koruptor 
hanya mementingkan kepentingan individu. 
 
 
3. Dampak Korupsi Terhadap Aspek Politik dan Demokrasi  
Politik merupakan salah satu sarana dalam melakukan 
korupsi, karena banyak para pelaku politik yang melakukan 
tindakan korupsi. Beberapa dampak dan permasalahan yang 
terjadi akibat tindakan korupsi didunia politik, diantaranya yaitu : 
a. Hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik  
Biaya politik yang tinggi bisa membahayakan terhadap 
partai politik itu sendiri, karena hal itu bisa menjadi salah 
satu pendorong seseorang untuk melakukan korupsi.Oleh 
karena itu, apabila partai politik sudah dikenal dengan 
anggotanya yang melakukan korupsi maka publik tidak 
percaya jika partai tersebut menang dalam suatu pemilihan 
tanpa melakukan money politic. 
b. Munculnya pemimpin yang korupsi  
Politic money merupakan salah satu penyebab para 
pemimpin melakukan korupsi, karena banyaknya 
pengeluaran dana atau uang yang di gunakan ketika 
menjadi calon, yang berimbas pada bagaimana dana atau 
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uang tersebut kembali. Sehingga jalan yang di lakukan 
adalah dengan korupsi. 
c. Hancurnya kedaulatan rakyat  
Dengan banyaknya pelaku korupsi khususnya didunia 
politik menjadikan kedaulatan negara berada ditangan 
kelompok-kelompok tertentu dengan partai politiknya 
masing-masing, yang pada dasarnya kedaulatan tersebut 
berada di tangan rakyat.Dari sini dapat kita ketahui bahwa 
partai politik yang memegang kedaulatan negara dan 
rakyat tidak mempunyai kuasa terhadap kedaulatan negara 
dan bahkan rakyat di buat buta oleh partai politik. 
4. Dampak Korupsi Terhadap Aspek Penegakan Hukum 
Ada beberapa dampak dan permasalahan yang terjadi akibat 
dari tindakan korupsi terhadap aspek penegakan hukum, 
diantaranya yaitu : 
a. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum 
Banyaknya para penegak hukum yang melakukan 
korupsi dan banyaknya berita yang tersebar dimedia massa 
terkait hal tersebut, menjadikan publik tidak percaya 
terhadap suatu lembaga hukum terkait dengan proses 
hukum yang akan dilakukan.  
b. Lambatnya proses hukum 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi para penegak 
hukum memperlambat proses hukum suatu masalah yaitu : 
1) Hukum dapat dibeli  
Banyak pelaku penegak hukum yang tidak 
melakukan hal sewajarnya terhadap suatu masalah, 
hal tersebut dipengaruhi karena adanya uang yang 
diberikan oleh seseorang yang terjerat dalam suatu 
masalah kepada para penegak hukum. 
2) Sulit mendapatkan bukti  
Terbatasnya saksi dan barang bukti terhadap 
suatu masalah menjadikan salah satu penyebab 
lambatnya proses hukum.  
3) Kurangnya solidaritas antara para penegak hukum  
Kurangnya kontribusi dari para penegak hukum 
menjadikan keputusan yang mereka ambil bertolak 
belakang. 
5. Dampak Korupsi Terhadap Aspek Pertahanan dan Keamanan 
Meluasnya tindak kejahatan korupsi juga berdampak terhadap 
pertahanan dan keamanan suatu negara. Ada beberapa dampak 
dan permasalahan yang terjadi akibat dari tindakan korupsi 
terhadap pertahanan dan keamanan suatu negara, diantaranya 
yaitu : 
a. Lemahnya alutsista dan sumber daya manusia  
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Banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah 
untuk menciptakan alutsista yang canggih tidak menjamin 
keamanan suatu negara, karena banyaknya pejabat 
pemerintah yang korupsi terhadap anggaran tersebut. 
Sehingga alutsista yang di miliki terbatas dan terbilang 
masih belum canggih serta lemahnya sumber daya 
manusia yang dipengaruhi kurangnya dana untuk 
melakukan latihan.  
b. Lemahnya garis batas negara  
Ketika alutsista yang dimiliki suatu negara itu sudah 
lemah maka secara otomatis pertahanan dan keamanan 
khususnya diwilayah perbatasan negara akan lemah. 
c. Menguatnya kekerasan didalam masyarakat  
Banyak permasalahan yang timbul didalam masyarakat 
menyebabkan rentan terjadi kekerasan.Namun banyak 
masalah yang tidak dapat teratasi oleh pihak yang 
berwajib karena alasan finansial yang belum 
teralokasikan.Hal tersebut merupakan perilaku dari para 
pejabat yang tidak bertanggung jawab yang hanya 
mementingkan individunya dengan melakukan korupsi. 
6. Dampak Korupsi Terhadap Aspek Lingkungan  
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Beberapa dampak dan masalah yang terjadi yang terjadi 
akibat dari tindakan korupsi terhadap lingkungan, diantaranya 
yaitu : 
a. Menurunnya kualitas lingkungan  
Lingkungan yang baik tercipta karena adanya 
insfrastruktur yang baik pula. Namun akibat dari pejabat 
pemerintah yang melakukan korupsi dengan 
menyelewengkan anggaran untuk pembangunan 
insfrastruktur, maka kualitas suatu lingkungan akan 
menurun karena insfrastruktur yang dimiliki lingkungan 
tersebut tidak memadai. 
b. Menurunnya kualitas hidup  
Rusaknya suatu lingkungan juga akan berpengaruh 
terhadap kualitas hidup masyarakat, karena sarana dan 
prasarana yang menunjang kesejahteraan hidup telah 
berkurang. Hal tersebut terjadi akibat dari pelaku korupsi 
yang telah mengambil hak masyarakat demi kepentingan 
pribadi. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi tidak ditemukan rumusan atau definisi apa sebenarnya yang 
dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Akan tetapi secara umum, 
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pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang 
merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang 
negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. 
Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat 
menyentuh berbagai macam kepentingan yang menyangkut hak asasi, 
ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa. 
Korupsi merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk 
ditanggulangi. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan 
orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan 
korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-
kesempatan atau sarana yang ada padanya.29 
Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak 
diputus bebaskannya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau 
minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding 
dengan apa yang dilakukannya. Apabila pelaku tindak pidana korupsi 
tertangkap dan dijatuhi vonis oleh majelis hakim sanksi hukuman pidana 
tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan dari 
tindak pidana korupsi. 
 
B. Tugas Dan Kewenangan Jaksa Penyidik Tindak Pidana Korupsi  
1. Tugas Jaksa Penyidik 
                                               
29Harkristuti Harkrisnowo, “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”, Jurnal Dictum LeIP, 
Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm. 67. 
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Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-
undang disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan 
lain berdasarkan  undang-undang.30Sementara itu, kekuasaan negara 
sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara merdeka.31Sehingga 
kejaksaan memiliki kekuasaan secara merdeka terutama pelaksanaan 
tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan penyidikan, baik 
perkara umum maupun khusus seperti tindak pidana korupsi serta 
kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 
Sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan 
keadilan, kejaksan memiliki tugas khusus dibidang penuntutan, dimana 
semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari 
proses penegakan hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
bahwa, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut 
untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan 
kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam Undang-undang 
Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga 
negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus 
                                               
30Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) 
31Ibid., Pasal 2 ayat (2). 
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melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas 
dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.32 
Dalam menjalankan tugasnya, yang tertuang dalam Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga 
mengisyaratkan bahwa jaksa berada pada posisi sentral dengan peran 
strategis dalam penuntutan pelaku tindak pidana. Karena jaksa menjadi 
filter dan berada pada proses antara penyidikan dan pemeriksaan di 
persidangan, serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan 
pengadilan. Sehingga, jaksa sebagai pengendali proses perkara (Dominus 
Litis), yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke 
Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum 
Acara Pidana.  
Di bidang pidana, pada Pasal 30 Undang-undang Kejaksaan tentang 
tugas dan wewenang jaksa adalah sebagai berikut : 
1. Melakukan penuntutan; 
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat; 
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang; 
                                               
32Ibid. 
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5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan 
penyidik.33 
Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa tugas jaksa 
sangatlah fital didalam melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di 
bidang penuntutan. Penuntutan merupakan kewenangan jaksa dalam hal 
ini untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, menurut cara yang 
diatur undang-undang.  Dengan kata lain agar perkara pidana tersebut 
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam 
proses hukum pidana, peran jaksa sangatlah diperlukan demi 
terungkapnya suatu tindak pidana yang dapat merugikan semua pihak 
seperti tindak pidana korupsi. 
2. Kewenangan Jaksa Penyidik 
Profesi jaksadiawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 15 
Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan fungsi dan 
kegiatan jaksa.Undang-undang inilah yang kemudian menjadi dasar 
hukum profesi jaksa. Menurut undang-undang tersebut menyebutkan 
bahwa hakikat jaksa adalah : “Jaksa adalah pejabat yang diberi 
wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut 
                                               
33Ibid., Pasal 30 ayat 1 
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umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap”. 
Yang dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim.34 Penuntutan adalah tindakan penuntut 
umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana 
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang 
pengadilan.35Jaksa adalah pejabat fungsional yang yang diberi wewenang 
oleh undang-undang untuk bertindak seebagai penuntut umum dan 
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.36Artinya jabatan 
fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam 
organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran 
pelaksanaan tugas kejaksaan. 
Dalam perkembangannya jaksa atau dalam bahasa Belanda di sebut 
Officier Van Justitiemerupakan salah satu aparat pemerintah yang 
berhubungan dengan proses penegakkan hukum. Jaksa memiliki 
wewenang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 
beberapa bidang, diantaranya bidang pidana, bidang perdata, dan tata 
                                               
34Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia, Pasal 1 angka 2 
35Ibid., Pasal 1 angka 3 
36Ibid., Pasal 1 angka 1 
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usaha negara serta ketertiban dan ketentraman umum.37Dalam Pasal 2 
ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 menentukan Kejaksaan 
Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 
berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan pengertian bahwa 
kewenangan penuntutan ada pada lembaga kejaksaan.  
Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kejaksaan menentukan, kejaksaan 
merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas 
lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang dilaksanakan secara 
merdeka yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 
pengaruh kekuasaan lainnya.  
Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakan 
hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana. 
Oleh karena itu proses penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan 
kunci dalam upaya penegakan aturan-aturan hukum pidana terhadap 
berbagai peristiwa yang terjadi. Karena itu profesi jaksa penyidik 
menjadi penting, khususnya dalam mengungkap tindak pidana 
korupsi.Sehingga diperlukan peranan dari lembaga kejaksaan untuk dapat 
menangani pidana korupsi yang di anggap perlu mendapatkan 
penanganan yang serius. 
                                               
37Ibid., Pasal 30 ayat 1-3 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: 
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.38 
Sedangkan yang dimaksud Penyidik dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa : “Penyidik adalah pejabat 
polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan”.39 
Seiring berkembangnya tindak pidana yang sangat pesat, maka 
diperlukan peranan penegak hukum dalam rangka untuk membangun 
tegakan hukum di Indonesia.Kepolisian adalah aparat yang mempunyai 
tugas utama untuk melakukan penyidikan, namun demikian dalam 
perkara khusus seperti korupsi penyidikan juga dapat dilakukan oleh 
kejaksaan dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Kewenangan 
jaksa sebagai penyidik di atur menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Dalam konteks pidana, disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 
menyebutkan “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan 
                                               
38Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2 
39Ibid., Pasal 1 angka 1 
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wewenang: (a) melakukan penuntutan; (b) melaksanakan penetapan 
hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap; (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang; (e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu 
dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelumdilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannyadikoordinasikan dengan 
penyidik.”40 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d 
menyebutkan : “Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.” 
Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana 
tertentu berdasarkan undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana  
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Muhammad Insa Ansari dan Indra Kesuma Hadi, “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Jaksa di 
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C. Pengertian Dan Bentuk Penyadapan  
1. Pengertian Penyadapan 
Secara harfiah arti menyadap menurut kamus besar bahasa Indonesia 
(KBBI) adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, 
pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya. 
Sedangkan arti merekam adalah memindahkan suara (gambar, tulisan) ke 
dalam pita kaset, piringan dan sebagainya.Dari definisi tersebut dapat 
kita ketahui bahwa menyadap lebih luas dari makna merekam.Menyadap 
dilakukan salah satunya dengan jalan merekam namun secara diam-diam 
(tanpa sepengetahuan orang yang disadap). 
Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, 
merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat 
transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat 
publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan 
nirkabel, seperti elektromagnetis atau Radio.41Pengertian penyadapan 
juga di atur dalam undang-undang Telekomunikasi yaitu kegiatan 
memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi 
untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.42Pada 
dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang 
harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang. 
                                               
41Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 31 Ayat (1) 
42Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Pasal 40 
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Sementara itu dijelaskan dalamPasal 42 ayat (2) Undang-undang 
Telekomunikasi yang berbunyi : “Untuk keperluan proses peradilan 
pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi 
yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi 
serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a) Permintaan 
tertulis Jaksa Agung dan/ atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
untuk tindak pidana tertentu; b) Permintaan penyidik untuk tindak pidana 
tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku”.  
Sedangakan dalam undang-undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, pada Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi : “Kecuali intersepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang 
dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, 
kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan 
berdasarkan undang-undang”. 
Dari penjelasan undang-undang tersebut mengenai penyadapan 
(intersepsi), untuk kepentingan hukum didalam proses penyidikan 
tindakan penyadapan dapat dilakukan.Institusi-institusi pemerintah yang 
berwenang melakukan penyadapan, dan di atur dalam undang-
undangyaitu : Kepolisian, Kejaksaan, dan/institusi penegak hukum lainya 
yang di atur dalam undang-undang, seperti Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
2. Bentuk Penyadapan 
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Penyadapan atau dalam bahasa Inggris disebut “bugging” 
didefinisikan sebagai sebuah bentuk dari pengawasan elektronik berupa 
pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, 
mendengar atau merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar 
diam-diam dengan perangkat elektronik. 
Secara umum terdapat beberapa cara didalam pelaksanaan 
penyadapan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, cara 
tersebut dapat dilakukan guna keperluan penyidikan untuk membantu 
mengungkap pelaku tindak pidana. Selama untuk kepentingan hukum, 
tindakan penyadapan dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-
undangan. 
Sementara itu dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan 
Terhadap Informasi memuat dua istilah penyadapan. Dua istilah tersebut 
adalah : 
a. Penyadapan informasi yaitu mendengarkan, mencatat, atau 
merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada 
jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang 
melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.43 
b. Penyadapan informasi secara sah (lawful interception) adalah 
kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat 
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Penyadapan Terhadap Informasi, Pasal 1 Butir 7. 
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penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang 
dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke pusat pemantauan 
(Monitoring Center) milik aparat penegak hukum.44 
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan tentang tindakan 
penyadapan yang dilakaukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka 
penegakan hukum.Artinya, untuk kepentingan hukum tindakan 
penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sah dan 
dapat dibenarkan secara undang-undang.Untuk itu penggunaan alat sadap 
diharapkan dapat berguna didalam mengungkap pelaku tindak pidana, 
seperti korupsi. 
 
D. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 
Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat 
merugikan perekonomian suatu negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa 
Latin, corruptio atau corruptus yang berasal dari kata corrumpere.45Secara 
harfiah arti dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, 
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, 
kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.Poerwadarminta dalam 
Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan “Korupsi ialah perbuatan yang 
buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan 
sebagainya”.46Korupsi secara yuridis dilukiskan dengan berbagai variasi di 
                                               
44Ibid., Pasal 1 Butir 9. 
45Kamus Hukum, Fockema Andreae, Bandung: Bina Cipta, 1963, huruf c, terjemahan Bina Cipta. 
46Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976 
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berbagai negara, namun secara umum masih ada titik persamaan 
pengertiannya. 
Korupsi masih menjadi masalah serius di banyak negara, tidak terkecuali 
di Indonesia.Berita mengenai penangkapan orang-orang yang terlibat dalam 
pencurian uang negara tak henti-hentinya memenuhi media.Dari pemerintah 
daerah hingga pemerintah pusattak luput dalam jerat korupsi.Tak tanggung-
tanggung, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi bahkan mencapai 
triliunan rupiah. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi di Indonesia sudah meluas dalam 
masyarakat.Korupsi di Indonesia telah merambah ke semua bidang tata 
pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Daniel Kaufmann, 
dalam laporan mengenai bureaucratic and judicial bribery, menyatakan 
praktek penyuapan peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi di antara 
negara-negara berkembang.47 
Dalam laporan pemberitaan yang di sampaikan Indonesia Corruption 
Watch (ICW) menyebutkan data terakhir dari penanganan tersangka korupsi 
turun drastis sejak tiga tahun terakhir.Ada penurunan jumlah perkara tindak 
pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, 
Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam kurun waktu tiga tahun ke 
belakang.Berdasarkan data yang dimiliki Indonesia Corruption Watch (ICW), 
ada sebanyak 576 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani di tahun 
                                               
47Daniel Kaufmann, Governance and Corruption : New Empirical Frontier For Program Design, 
dalam T. Mulya Lubis, Reformasi Hukum Anti Korupsi, Makalah, disampaikan dalam Konferensi 
Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998 
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2017.Jumlah tersebut mengalami penurunan di tahun 2018 dengan angka 454 
kasus tindak pidana korupsi. 
Dalam sesi pemaparan yang disampaikan oleh Wana Alamsyah peneliti 
Indonesia Corruption Watch saat menyampaikan kinerja penegak hukum 
dengan tema ‘Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019’. Di kantor 
Indonesia Corruption Watch bertempat di Kalibata Jakarta Selatan, Selasa 18 
Pebruari 2019 beliau menyampaikan:“Ketika tahun 2019 itu menurun cukup 
drastis dibandingkan dari tahun 2017, yakni 271 kasus”, disambung dengan 
“Penurunan terjadi bukan hanya dalam konteks kasus melainkan juga 
tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum”. 
Melihat kecenderungan hasil pencapaian tersebutIndonesia Corruption 
Watch pun menilai baik Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan 
Kejaksaan Agung.Akan tetapi hingga kini belum terdapat pemberitaan 
mengenai transparan dan akuntabel dalam penanganan perkara tindak pidana 
korupsi.Hal tersebut disebabkan lantaran Indonesia Corruption Watch (ICW) 
pernah melakukan uji informasi pada tahun 2015, terkait informasi kasus 
korupsi dan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum tersebut.Wana 
menyebutkan:“Namun, sampai saat ini informasi tersebut belum dapat 
diakses oleh publik dan Kejaksaan serta Kepolisian belum memberikan 
informasi secara konprehensif di dalam websitenya”. 
Dari data terkini mengenai perkembangan tindak pidana korupsi di 
Indonesia, telah mengalami peningkatan kinerja aparat penegak hukum yang 
berdampak pada menurunnya angka kejahatan tindak pidana korupsi yang 
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terjadi. Akan tetapi pencapaian tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan 
oleh masyarakat, mengingat masih adanya pelaku tindak pidana korupsi yang 
terjadi membuktikan bahwa penanganan tindak pidana korupsi saat ini belum 
dapat memberikan efek jera dan pencegahan perilaku korupsi di Indonesia. 
Belum maksimalnya penanganan perkara korupsi selain faktor lemahnya 
sumber daya manusia (SDM) dari aparat penegak hukum, juga disebabkan 
karena secara substansi peraturan perundang-undangan mengenai tindak 
pidana korupsi yang ada masih terdapat beberapa kelemahan. Hal ini 
seringkali menjadi celah hukum yang disatu sisi menghambat upaya 
pemberantasan korupsi dan disisi lain menguntungkan para pelaku korupsi.  
Indonesia seharusnya dapat mencontoh beberapa negara yang telah 
berhasil menekan tindakan korupsi separti Malaysia, Singapura, Hongkong 
dan Cina.Negara-negara tersebut secara tegas memeberikan hukuman yang 
berat terhadap para pelaku korupsi yang terbukti melakukan perbuatan 
tersebut. Sementara di Indonesia, ancaman maksimum seumur hidup dan 
denda maksimum 30 juta rupiah, dan biasanya vonis akhir masih tergantung 
pada pembelaan pengacara terdakwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
Indonesia memang sangat ramah terhadap para koruptor. 
  
47 
 
 
 
BAB III 
HASILPENELITIAN DANPEMBAHASAN 
A. Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Melakukan Penyadapan 
Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi  
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa“Jaksa adalah pejabat 
fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak 
sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang”. Dapat diartikan bahwa tugas pokok kejaksaan adalah melaksanakan 
kekuasaan negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain, berdasarkan 
peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas 
umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. 
Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia di sebutkan tugas dan wewenang kejaksaan di 
bidang pidana antara lain :  
a. Melakukan penuntutan;  
b. Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas 
bersyarat; 
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d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang;  
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang 
dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 
Dalam konteks pidana, pada Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 
Kejaksaan, disebutkan bahwa“melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
tertentu berdasarkan undang-undang”.Dapat dikatakanbahwa yang dimaksud 
dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang ini adalah 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Sehingga dari ketentuan undang-undang tersebut dapat 
dikatakan jaksasebagai penuntut umum berwenang melakukan penyidikan 
terhadap perkara tindak pidana korupsi. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang di maksud Penyidik 
adalah sebagai berikut : 
1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Rebublik Indonesia atau 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 
oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.48 
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2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan 
menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya.49 
Berdasarkan penjelasan dari Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 
Kejaksaan dapat menjelaskan tentang kewenangan jaksa sebagai penyidik 
dalam tindak pidana korupsi. Secara normatif kedudukan jaksa didalam 
menangani tindak pidana korupsi memiliki kekuatan hukum yang pasti. 
Di masa sekarang kejahatan korupsi sudah mengalami kemajuan dalam 
menjalankan aksinya.Apalagi jika didukung dengan kemajuan teknologi 
komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi (koruptor) 
untuk melancarkan aksinya. Hal inilah yang membuat penegak hukum 
kesulitan  mengendus para koruptor. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah cara 
yang luar biasa (extra ordinary ways) untuk mengungkap kejahatan yang 
sudah terorganisir dan terstruktur seperti korupsi. Melalui cara penyadapan 
inilah diharapkan mempermudah untuk membongkar kasus korupsi, 
menangkap dan menemukan alat bukti agar bisa menyeret koruptor ke 
pengadilan. 
Penyadapan atau dalam bahasa Inggris disebut “bugging” didefinisikan 
sebagai “a form of electronic surveillance by which conversations may be 
                                               
49Ibid., Pasal 1 angka 1. 
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electronically intercepted, overheard, or recorded, usu. covertly; 
eavesdropping by electronic means” atau terjemahan bebasnya yaitu sebuah 
bentuk dari pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan 
menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, biasanya dengan 
diam-diam, mendengar diam-diam dengan perangkat elektronik.50 Dalam 
kamus besar bahasa Indonesia, penyadapan adalah proses, cara, dan 
perbuatan untuk mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) 
orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang tersebut.  
Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
11/PER/M.KOMINFO/02/2006 selanjutnya disebut Permenkominfo Nomor 
11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi memuat dua 
istilah penyadapan. Dua istilah tersebut adalah : 
a. Penyadapan informasi yaitu mendengarkan, mencatat, atau merekam 
suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan 
telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan 
pembicaraan atau komunikasi tersebut.51 
b. Penyadapan informasi secara sah (lawful interception) adalah 
kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan 
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hasilnya dikirimkan ke pusat pemantauan (Monitoring Center) milik 
aparat penegak hukum.52 
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan tentang tindakan penyadapan 
yang dilakaukan oleh aparat penegak hukumdalam rangka penegakan 
hukum.Artinya, untuk kepentingan hukum tindakan penyadapan yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sah dan dapat dibenarkan secara 
undang-undang. 
Dalam kewenangan jaksa sebagai penyidik untuk melakukan penyadapan 
terhadap perkara tindak pidana korupsi, lebih lanjut dibahas melalui sub-bab 
sebagai berikut : 
1. Mekanisme jaksa dalam melakukan penyadapan 
Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dengan tujuan 
memberantas tindak pidana korupsi sangat penting untuk diberikan 
wewenang penyadapan dalam semua tahap proses penanganan 
perkara tindak pidana korupsi. Manfaat kewenangan penyadapan 
oleh kejaksaan dalam upaya optimalisasi penanganan tindak pidana 
korupsi.Mengingat bahwa kejaksaan adalah institusi besar yang 
menyebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. 
Urgensi kewenangan penyadapan tersebut demi efektifitas dan 
efisiensi kinerja Kejaksaan.Karena akurasi data dari hasil 
penyadapan dapat dipertanggungjawabkan.Sehingga data dari hasil 
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penyadapan dapat mengoptimalkan penanganan perkara tindak 
pidana korupsi oleh kejaksaan. 
Dalam undang-undang juga dijelaskan mengenai wewenang 
jaksa sebagai dasar untuk melakukan penyadapan. Berikut ini 
beberapa peraturan yang mengatur tentang penyadapan di Indonesia 
ialah sebagai berikut : 
a. Undang–Undang Telekomunikasi,dalam Pasal 42 ayat (2) 
yang berbunyi:  
Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara 
jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang 
dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa 
telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang 
diperlukan atas : 
1) Permintaan tertulis jaksa agung dan/atau kepala 
kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana 
tertentu; 
2) Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu 
sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 
b. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu 
pada Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi : 
Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka 
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, 
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dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang 
ditetapkan berdasarkan undang-undang.53 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
PenyelenggaraanTelekomunikasi. Peraturan Pemerintah ini 
mengatur mengenai mekanisme permintaan untuk 
melakukan penyadapan. Penyelenggaraan Telekomunikasi 
mensyaratkan adanya permintaan tertulis yang ditembuskan 
pada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan 
menyebutkan (i) objek yang direkam; (ii) masa rekaman; 
(iii) periode waktu rekaman. 
Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa,adanya regulasi yang 
mengatur wewenang jaksa sebagai penyidik dalam mengusut pelaku 
tindak pidana korupsidapat melakukan penyadapan, sebagai upaya 
untuk membantu didalam proses penyidikan.  
Dalam Peraturan Jaksa Agung Rebublik Indonesia Nomor : 
PER-046/A/JA/12/2011 tentang Standar Opersional Prosedur (SOP) 
Terintegrasi dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan 
Republik Indonesia, dalam rangka pelaksanaan Program Rencana 
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berdasarkan intruksi 
Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011.  
Berdasarakan ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Standar 
Operasional Prosedur Kejaksaan, pelaksanaan kegiatan bidang 
                                               
53Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasidan Transaksi Elektronik, Pasal 31 ayat (3) 
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tindak pidana khusus menangani perkara : “tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak 
pidana korupsi dalam tahap penyelidikan, penyidikan, 
prapenuntutan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya 
hukum, eksekusi, eksaminasi dan tindakan hukum lain.”54 
Sementara itu, mekanisme jaksa dalam melakukan penyadapan 
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Kejaksaan adalah 
dengan mengajukan permintaan bantuan kepada instansi lain, 
sebagaimana dijelaskan dalam : 
Pasal 10  
(1) Permintaan bantuan dilaksanakan berdasarkan atas 
keputusan pengendalipenanganan perkara bidang pelaksana 
kegiatan yang tata cara pengambilan keputusannya diatur 
oleh Standar Operasional Prosedur masing-masing bidang. 
(2) Pengendali Penanganan Perkara mengirimkan surat 
permintaan bantuan yang ditujukan kepada bidang lain 
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan, dengan 
tembusan disampaikan kepada bidang pengawasan.  
(3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berupa dukungan :  
a. penerbitan surat atau dokumen; 
b. personil; 
                                               
54Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur Terintegrasi Dalam Penanganan 
Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor : PER-046/A/JA/12/2011, Pasal 1 
angka 8 
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c. informasi dan atau data; 
d. prasarana dan atau sarana.  
(4) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
meliputi : 
a. tindakan penangkapan; 
b. tindakan penahanan; 
c. tindakan penyitaan; 
d. tindakan penggeledahan; 
e. tindakan cegah dan tangkal; 
f. tindakan penyadapan; 
g. tindakan pengambilan dan pengawalan; 
h. tindakan pemanggilan; 
i. tindakan pemantauan; 
j. tindakan pencarian orang/penayangan buronan; 
k. tindakan pengamanan dan penggalangan; 
l. tindakan pelelangan barang bukti/ benda sitaan/ barang 
temuan atau barang rampasan; 
m. tindakan penitipan/ penyimpanan barang bukti/ benda 
sitaan/ barang temuan atau barang rampasan; 
n. tindakan pengembalian barang bukti/benda 
sitaan/barang temuan atau barang rampasan; 
o. tindakan penelitian barang bukti/benda sitaan/barang 
temuan atau barang rampasan; 
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p. tindakan pencarian dan atau penyelamatan aset 
tersangka/terdakwa/terpidana; 
q. tindakan hukum lainnya. 
(5) Surat Permintaan bantuan dimaksud pada ayat (2) 
dilengkapi dengan : 
a. penjelasan tentang kasus posisi; 
b. dokumen atau data pendukung; 
c. hal-hal yang diperlukan sesuai dimaksud dan tujuan 
permintaan bantuan.  
(6) Surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), 
(3), (4) dan (5) dilaksanakan oleh bidang yang meminta 
bantuan dengan Pejabat Teknis dan Pejabat Administrasi 
sebagai penanggung jawab.55 
Dari penjelasan diatas bahwa kejaksaan memiliki kewenangan 
yang lebih terbatas dalam penggunaan alat sadap.Kejaksaan hanya 
bisa melakukan penyadapan pada tahap penyidikan.Prosedur dan 
mekanisme penyadapan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, 
dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Kejaksaan melalui ijin pengadilan. Melalui bantuan lembaga atau 
institusi lain atas ijin dari pengadilan, penyadapan baru bisa 
dilakukan oleh kejaksaan. 
 
                                               
55Ibid., Pasal 10 ayat (1)-(6). 
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2. Batas kewenangan jaksa dalam melakukan penyadapan 
Keterbatasan kewenangan kejaksaan dalam penggunaan alat 
sadap, dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tentunya 
menjadi salah satu faktor yang menghambat kejaksaan dalam 
memberantas tindak pidana korupsi. Disisi lain, kewenangan 
melakukan tindakan penyadapan dibutuhkan untuk memudahkan 
penegakan hukum dalam mencari alat bukti. Dengan adanya 
keterbatasan tersebut tentunya menjadi salah satu hambatan yang 
dihadapai kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, tentang alat bukti hasil penyadapan terhadap tindak pidana 
korupsi ialah : 
Pasal 26 A  
Alat bukti yang sah dalam bukti petunjuk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak 
pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :  
(1) alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, 
dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik 
dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan  
(2) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi 
yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang 
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu 
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sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik 
apapun selain kertas, maupun yang terekam secara 
elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, 
rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi 
yang memiliki makna.56 
Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
tentang petunjuk, adalah : 
Pasal 188  
(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang 
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang 
lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya.  
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
diperoleh dari : 
a. keterangan saksi; 
b. surat; 
c. keterangan terdakwa.57 
Upaya kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi akan 
lebih maksimal apabila kewenangan melakukan penyadapan oleh 
kejaksaan disamakan dengan kewenangan penyadapan yang 
                                               
56Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26 A. 
57Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1981 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, Pasal 188 ayat (1)-(2). 
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diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yaitu 
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait upaya penanganan 
tindak pidana korupsi berwenang melakukan penyadapan dan 
merekam pembicaraan. Atas dasar ketentuan tersebut Komisi 
Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyadapan sendiri tanpa 
harus melibatkan pihak lain. Keberhasilan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam mengungkap tindak pidana korupsi adalah adanya 
kewenangan penuh dalam penyadapan dan hasilnya nyata terlihat 
dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). 
Berbeda halnya dengan kejaksaan yang memiliki kewenangan 
yang lebih terbatas dalam penggunaan alat sadap.Kejaksaan hanya 
bisa melakukan penyadapan pada tahap penyidikan.Prosedur dan 
mekanisme penyadapan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, 
dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
kejaksaan melalui ijin pengadilan. Melalui bantuan lembaga atau 
institusi lain atas ijin dari pengadilan, penyadapan baru bisa 
dilakukan oleh kejaksaan.  
Selama mendapatkan ijin dari pengadilan mekanisme 
penyadapan terhadap tindak pidana korupsi oleh kejaksaan tetap bisa 
dijalankan.  Tentunya dengan melibatkan bantuan provider lain atas 
seijin dari pengadilan dalam melakukan penyadapan terhadap tindak 
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pidana korupsi. Hal inilah yang menjadi kendala dan batasan bagi 
kejaksaan dalam melakukan penyadapan. 
Sementara itu,kejaksaan hanya bisa melakukan penyadapan 
pada tahap penyidikan.Berbeda dengan Komisi Pemberantasan 
Korupsi, kejaksaan belum bisa melakukan penyadapan di tahap 
penyelidikan.Maka dari itu, kejaksaan memanfaatkan alat sadap 
untuk mengejar para buronan. 
Penyadapan perlu diatur secara khusus tentang adanya batasan-
batasan dalam penggunaan alat sadap oleh lembaga-lembaga 
negara.Di satu sisi, penyadapan memang diperlukan terutama untuk 
pengusutan perkara korupsi. Di sisi lain, kewenangan itu harus 
dijaga sebaik-baiknya agar tidak disalahgunakan.Penyadapan perlu 
diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan 
penggunaannya.Kendati demikian, penyadapan telah banyak 
membantu didalam pengusutan kasus korupsi. 
Dalam undang-undang dijelaskan mengenai dengan siapa jaksa 
bisa melakukan penyadapan.Berdasarkan prosedur dan mekanisme 
penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan, berdasarkan Standar 
Operasional Prosedur melalui ijin pengadilan. Melalui bantuan 
institusi lain atas ijin dari pengadilan, penyadapan baru bisa 
dilakukan oleh kejaksaan.  
Pada Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi yang 
berbunyi : “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara 
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jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau 
diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat 
memberikan informasi yang diperlukan atas: a) Permintaan tertulis 
Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk 
tindak pidana tertentu; b) Permintaan penyidik untuk tindak pidana 
tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku”.  
Sementara dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, pada Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi : “Kecuali 
intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas 
permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum 
lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”. 
Artinya dari penjelasan undang-undang yang mengatur 
mengenai penyadapan (intersepsi), kejaksaan dalam melakukan 
penyadapan tidak bisa berdiri sendiri.Mengingat wewenang 
kejaksaan didalam melakukan penyadapan harus melalui ijin dari 
pengadilan. 
Sementara itu, dalam peraturan jaksa agung mengenai standar 
operasional prosedur yang dimiliki kejaksaan dalam penanganan 
tindak pidana khusus seperti korupsi. Dalam hal pemberian bantuan 
terhadap kejaksaan, ialah sebagai berikut : 
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Pasal 11 
(1) Pengendali Penanganan Perkara yang menerima permintaan 
bantuan menindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari kerja atau dalam keadaan tertentu yang 
disesuaikan dengan kebutuhan permintaan bantuan. 
(2) Pengendali Penanganan Perkara yang menerima permintaan 
bantuan dapat meminta kepada bidang yang mengajukan 
permintaan bantuan, berupa : 
a. penjelasan secara langsung tentang alasan permintaan 
bantuan; 
b. dokumen dan atau informasi tambahan yang diperlukan 
dalam menindaklanjuti permintaan.  
(3) Tembusan Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan b disampaikan ke bidang Pengawasan, 
paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan 
bantuan. 
(4) Pemenuhan atas permintaan penjelasan tambahan 
sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh bidang 
yang meminta bantuan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 
diterimanya surat permintaan penjelasan. 
(5) Surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), 
(3) dan (4) dilaksanakan oleh bidang yang memberikan 
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bantuan dengan Pejabat Teknis dan Pejabat Administrasi 
sebagai penanggung jawab.58 
Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan dalam melakukan 
penyadapan terhadap tindak pidana korupsi bahwa kejaksaan tidak 
melakuakan secara mandiri, melainkan dengan bantuan dari lembaga 
atau institusi lain atas seijin dari pengadilan, penyadapan baru bisa 
dilakukan. Sebagai contoh ialah dengan melibatkan provider 
operator-operator seluler untuk membantu dalam melakukan 
penyadapan. 
 
Analisis Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Melakukan 
Penyadapan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi : 
Dari penjelasan diatas, jaksa sebagai penyidik dalam menuntut pelaku 
tindak pidana korupsidapat melakukan penyadapan sebagai upaya untuk 
mencari alat bukti tambahan dalam membantu proses penyidikan. Tindak 
pidana korupsi yang umumnya dilakukan dengan berjamaah sehingga 
pengungkapannya tergolong sulit, maka penyadapan adalah salah satu upaya 
untuk membantu dalam melacak dan mencari bukti-bukti terkait adanya 
dugaan praktik korupsi. Pengungkapan tindak pidana korupsi tergolong sulit, 
mengingat kejahatan ini dilakukan secara berjamaah sehingga para saksi 
cenderung saling menutupi satu sama lainnya. 
                                               
58Ibid., Pasal 11 ayat (1)-(5). 
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Untuk itu, melalui penyadapan diharapkan jaksa dapat memperoleh 
tambahan bukti-bukti yang kemudian dapat di ajukan penuntutan ke 
pengadilan. Tujuannya supaya di dalam pembuktian jaksa telah mendapatkan 
cukup bukti untuk  mengungkap pelaku korupsi. Pembuktian merupakan 
sebuah titik sentral dalam hukum acara pidana, karena di sinilah nasib 
seseorang dipertaruhkan dalam sidang pengadilan. 
Prosedur dan mekanisme penyadapan tindak pidana korupsi dilakukan 
berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kejaksaan dalam melakukan 
penyidikan dan penuntutan. Wewenang jaksa dalam melakukan penyadapan 
tidak bisa dilakukan sendiri melainkan melalui bantuan provider lain atas 
seijin pengadilan. 
Kewenangan penyadapan seyogyanya memang harus diatur dengan jelas, 
termasuk didalamnya mekanisme pengawasan yang ketat.Aturan yang jelas 
agar semata-mata dapat memberikan perlindungan terhadap privasi 
seseorang.Lebih dari itu adalah untuk menegakkan due process of law yang 
merupakan jaminan konstitusi bahwa setiap warga negara berhak atas 
perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangani perkara korupsi 
dengan begitu intensif tentunya dengan kecanggihan teknologi 
penyadapan.Komisi Pemberantasan Korupsibisa melakukan penyadapan dari 
tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke tahapan yang lain.  
Sementara itu, kejaksaan punya kewenangan yang lebih terbatas dalam 
penggunaan alat sadap.Kejaksaan hanya bisa melakukan penyadapan pada 
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tahap penyidikan.Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan 
belum bisa melakukan penyadapan di tahap penyelidikan.Maka dari itu, 
kejaksaan memanfaatkan alat sadap untuk mengejar para buronan. 
 
B. Hambatan Jaksa DalamMelakukan Penyadapan TerhadapPerkara 
Tindak Pidana Korupsi 
Secara hukum, penyadapan sepeti tertuang dalam Pasal 31 Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah 
kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, 
menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan 
kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elekromagnetis 
atau radio frekuensi.  
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 
bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Penuntut umum adalah jaksa 
yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum 
untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan 
supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.59 
                                               
59Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004  Tentang Kejaksaan, Pasal 1. 
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Dalam konteks pidana, undang-undang kejaksaan, disebutkan 
bahwa“Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang”60.Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan 
undang-undang ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga dari ketentuan Undang-
undang tersebut dapat dikatakan jaksasebagai penuntut umum berwenang 
melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi. 
Dalam sesi wawancara bersama Bapak Sunarto,S.pd.,S.H.,M.H. selaku 
Kepala seksi Pidana khusus Kejaksaan Negeri Brebes, yang dilakukan oleh 
peneliti tanggal 14 Januari 2020untuk mengetahui sejauh mana kewenangan 
jaksa di dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masih terdapat sejumlah kendala 
dalam pelaksanaan penyadapan dilapangan. Berikut adalah uraian mengenai 
apa saja yang menjadi hambatan jaksa dalam melakukan penyadapan 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi : 
1. Kelemahan Undang-Undang Dalam Melakukan Penyadapan 
Penyadapan (intersepsi) belum diatur secara khusus dalam 
undang-undang, sementara dalam praktik telah menimbulkan 
kontroversi terhadap tata cara penyadapan. Pengaturan tentang 
penyadapan sendiri tersebar dalam berbagai undang-
                                               
60Ibid.,Pasal 30 ayat 1 huruf d. 
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undang.Sementara itu masih terbatasnya instrument penyadapan 
sebagai bagian dari kewenangan aparat hukum dalam hal ini adalah 
kejaksaan. Regulasi yang mengatur wewenang kejaksaan dalam 
melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi antara lain : 
a. Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi.  
b. Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
c. Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi.61 
Dari beberapa regulasi diatas, ketentuan yang mengatur 
wewenang jaksa dalam melakukan penyadapan secara detail belum 
diatur di dalam undang-undang tersebut. Dalam konteks pidana, 
disebutkanbahwa:“Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
tertentu berdasarkan undang-undang” Undang-undang Kejaksaan 
Pasal 30 ayat (1) huruf d. 
Sementara itu, yang berhak melakukan penyadapan adalah para 
penegak hukum untuk kepentingan penyelesaian kasus hukum. 
                                               
61Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Nomor 52 Tahun 2000. 
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“Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas 
permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum 
lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang,” begitu bunyi 
Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.62 
Secara umum dijelaskan dalam undang-undang  bahwa jaksa 
berwenang untuk melakukan penyadapan terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi. Akan tetapi dalam praktek dilapangan menyebutkan 
bahwa terdapat sejumlah hambatan yang berakibat terhadap proses 
pelaksanaan penyadapan itu sendiri. Belum tersedianya regulasi atau 
aturan tersendiri mengenai tata cara penyadapan berdampak pada 
kewenangan jaksa untuk melakukan penyadapan. 
Sementara itu, aturan yang ada saat ini pun mengharuskan jaksa 
didalam proses penyadapan harus seijin pengadilan terlebih dahulu. 
Sedangkan dalam proses penyadapan sendiri, jaksa diharuskan 
meminta bantuan kepada institusi atau lembaga lain dalam 
melakukan penyadapan. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi 
jaksa didalam peroses pelaksanaan penyadapan terhadap perkara 
tindak pidana korupsi. 
Hambatan yang lain terjadi pada jaksa untuk melaksanakan 
wewenangnya sebagai penyidik didalam proses penyidikan antara 
                                               
62Ibid. 
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lain, adanya aturan mengenai lembaga lain yang juga berwenang 
dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Sehingga 
mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara satu 
lembaga dengan lembaga yang lainnya.Sebagai contohnya 
Kejaksaan dan Kepolisian, yang sama-sama diberikan kewenangan 
untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. 
2. Tindakan Penyadapan 
Kejahatan korupsi sudah mengalami kemajuan dalam 
menjalankan aksinya apalagi jika didukung dengan kemajuan 
teknologi komunikasi yang dimanfaatkan oleh koruptor untuk 
melancarkan aksinya.Terlebih lagi kejahatan ini kerapkali dilakukan 
dengan berjamaah atau bersama-sama dalam melakukannya, hal 
inilah yang membuat penegak hukum kesulitan  dalam mengendus 
praktik korupsi. Untuk mengungkap kejahatan yang sudah 
terorganisir dan terstruktur seperti korupsi diperlukan cara 
penyadapan untuk membongkar praktik korupsi yang sedang terjadi.  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang menyatakan: “Kecuali intersepsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang 
dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas perintah kepolisian, 
kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya  yang 
ditetapkan berdasarkan undang-undang”. 
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Pada dasarnya jaksa sebagai penyidik dalam melakukan 
penyadapan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah untuk 
mencari bukti-bukti tambahan. Akan tetapi keterbatasan wewenang 
penyadapan bagi jaksa menjadikan hambatan tersendiri didalam 
proses penyidikan untuk mengungkap pelaku tindak pidana. 
Sementara itu penambahan alat bukti sangatlah penting dalam proses 
pembuktian di persidangan. 
Sementara itu dijelaskan dalam Undang-undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsimengenai alat bukti hasil penyadapan, Pasal 
26 A menyebutkan bahwa : 
Pasal 26 A  
Alat bukti yang sah dalam bukti petunjuk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak 
pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :  
a. alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, 
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik 
atau yang serupa dengan itu; dan  
b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang 
dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat 
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik 
yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain 
kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang 
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berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, 
tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.63 
Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang 
Petunjuk, adalah sebagai berikut : 
(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang 
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang 
lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.  
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
diperoleh dari : 
a. keterangan saksi; 
b. surat; 
c. keterangan terdakwa. 
Dalam hal tindakan penyadapan yang dilakukan oleh jaksa untuk 
mengungkap praktek korupsi yang sedang terjadi adalah dengan 
meminta bantuan kepada lembaga lain. Mengingat aturan yang ada 
saat ini mengharuskan jaksa untuk melibatkan lembaga lain untuk 
membantu didalam proses penyadapan dan harus seijin pengadilan 
terlebih dahulu. Hal inilah yang banyak menyita banyak waktu 
sebelum tindakan penyadapan karena harus menunggu surat perintah 
terlebih dahulu sebelum penyadapan. 
                                               
63Ibid. 
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Sementara dalam Standar Operasional Prosedur Kejaksaan 
tentang penanganan tindak pidana khusus seperti korupsi, dalam Bab 
V Permintaan Dan Pemberian Bantuan Dalam Penanganan Perkara 
pada bagian ketiga tetang koordinasi permintaan dan pemberian 
bantuan : 
Pasal 12  
(1) Bidang yang meminta dan memberikan bantuan, melakukan 
koordinasi sebelum atau selama pelaksanaan pemberian 
bantuan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang 
tertuang Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini, dan 
dilaksanakan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan 
kebutuhan, dalam hal : 
a. pelaksanaan tindakan memerlukan kerjasama dalam 
operasional di lapangan; 
b. personil dan peralatan pelaksanaan tindakan; 
c. waktu dan tempat pelaksanaan tindakan.  
(2) Surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh bidang yang meminta dan memberi 
bantuan dengan Pejabat Teknis dan Pejabat Administrasi 
sebagai penanggung jawab.64 
Dalam Standar Operasional Prosedur Kejaksaan juga dapat 
dilihat mengenai peran jaksa untuk melakukan penyadapan 
                                               
64. Ibid.,Pasal 12 ayat 1-2. 
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memerlukan bantuan dengan lembaga lain melalui koordinasi. 
Dengan mengajukan bantuan inilah dan atas ijin dari Pengadilan, 
prosedur pelaksanan penyadapan baru bisa dilakukan oleh 
jaksa.Artinya, belum terpenuhinya aturan khusus tentang wewenang 
kejaksaan dalam melakukan penyadapan terhadap penanganan 
tindak pidana korupsi, menjadi hambatan jaksa penyidik untuk 
melakukan penyadapan. 
Belum tersedianya aturan pasti mengenai posedur pelaksanaan 
penyadapan yang dilakukan jaksa dalam penanganan tindak pidana 
korupsi mengakibatkan terhambatnya proses penanganaan 
penyidikan yang dilakukan oleh jaksa. Sehingga tindakan 
penyadapan yang dilakukan jaksa untuk saat ini adalah untuk 
melacak buronan pelaku tindak pidana korupsi.Tindakan penyadapan 
dalam rangka melacak pelaku tindak pidana korupsi yang telah kabur 
atau melarikan diri dan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang 
(DPO) agar segera diketahui keberadaannya untuk segera ditangkap. 
Selain itu juga tindakan penyadapan yang dilakukan jaksa ketika 
terjadi hilangnya nomer handphone pelaku korupsi, tindakan 
penyadapan dilakukan untuk mengetahui keberadaan pelaku korupsi 
tersebut.  
Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sengaja 
menggunakan penyadapan untuk mencari dasar bukti pelaku tindak 
pidana korupsi.Mengingat kewenangan Komisi Pemberantasan 
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Korupsi yang bisa langsung melakukan penyadapan tanpa perlu 
meminta ijin terlebih dahulu sebelum adanya perubahan aturan 
didalam undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.Bahkan 
Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan penyadapan pada 
tahap penyelidikan sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin 
tindakan korupsi dan pencarian alat bukti. 
Tindakan jaksa dalam penyadapan saat ini hanya pada proses 
untuk melacak keberadaaan pelaku korupsi, bukan kepada pencarian 
alat bukti tambahan. Mengingat belum tersedianya prosedur 
mengenai tata cara penyadapan yang menjadi dasar tindakan 
penyadapan oleh jaksa yang diatur didalam undang-undang. Terlebih 
lagi dalam proses penyidikan terhadap pejabat yang diduga 
melakukan korupsi, jaksa dalam melakukan penyadapan harus seijin 
Presiden. Prosedur inilah yang menjadikan hambatan didalam proses 
penanganan tindak pidana korupsi saat ini.  
 
Analisis Hambatan Jaksa dalam Melakukan Penyadapan Terhadap 
Perkara Tindak Pidana Korupsi: 
Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi 
kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan 
tugasKejaksaan.Sebagai penuntut umum dalam perkara pidana jaksa harus 
mengetahui secara jelas semua prosedur yang harus dilakukan penyidik dari 
permulaan hingga terakhir yang dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan 
75 
 
 
 
mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa, mulai 
disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan. Hingga pada akhirnya 
apakah tuntutan yang dilakukan itu sudah sah dan benar atau tidak menurut 
aturan hukum yang ada. 
Sulitnya mencari tambahan alat bukti sebagai tambahan bukti pelaku 
tindak pidana korupsi, yang bisa digunakan apabila sudah memenuhi syarat. 
Salah satunya adalah alat bukti petunjuk yang dapat digunakan apabila sudah 
ada alat bukti lain. Alat bukti lain yaitu berupa alat bukti saksi, alat bukti 
surat dan alat bukti keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk memiliki 
kekuatan yang sama dengan alat bukti yang lainnya. Hal ini menunjukan 
bahwa alat bukti elektronik khususnya alat bukti hasil penyadapan merupakan 
perluasan alat bukti petunjuk yang terdapat di dalam Pasal 184 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana mengenai alat bukti. 
Sebagai jaksa penyidik dalam melakukan penyadapan terhadap perkara 
tindak pidana korupsi adalah untuk mencari bukti-bukti tambahan.Dalam hal 
pembuktian di persidangan, mekanisme jaksa di dalam prosedur pemeriksaan 
perkara tindak pidana korupsi melalui beberapa tahapan. 
Tindak pidana korupsi yang umumnya dilakukan secara berjamaah atau 
melibatkan banyak oknum-oknum pelakunnya, menjadikan hambatan jaksa 
dalam proses penyidikan. Keterangan saksi yang dipanggil oleh penyidik 
sering kali memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan 
kejadiannya.Saling menutupi antara saksi dan pelaku kejahatan korupsi 
menjadi hal biasa dalam tindak pidana korupsi.Sehingga untuk mencari 
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keterangan dari para saksi menjadi terhambat dalam mengungkap pelaku 
korupsi. 
Belum tersedianya regulasi yang pasti mengenai tata cara penyadapan 
oleh jaksa menjadi kendala utama yang terjadi untuk membantu dalam proses 
penyidikan. Dibuatkannya aturan mengenai tata cara penyadapan yang 
dilakukan oleh kejaksaan menjadi penting, agar tidak menimbulkan polemik. 
Proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa terhadap pelaku tindak pidana 
korupsi penting adanya dalam melakukan penyadapan untukmencari  alat 
bukti.Akan tetapi menjadi hambatan tersendiri bagi jaksa dalam menjalankan 
tugas dan fungsi ketika belum tersedianya aturan mengenai mekanisme 
penyadapan. 
Penanganan tindak pidana korupsi akan lebih maksimal apabila 
kewenangan jaksa melakukan penyadapan disamakan dengan 
kewenanganpenyadapan yang diberikan kepada komisi pemberantasan 
korupsi. Komisi pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas 
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait upaya penanganan tindak 
pidana korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam 
pembicaraan. Dengan dasar ketentuan tersebut komisi pemberantasan korupsi 
dapat melakukan penyadapan sendiri tanpa harus melibatkan pihak lain. 
Sebagai contohnya adalah keberhasilan komisi pemberantasan korupsi dalam 
mengungkap tindak pidana korupsi dengan adanya kewenangan penuh dalam 
penyadapan, dan hasil yang nyata terlihat dari Operasi Tangkap Tangan 
(OTT). 
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Berbeda halnya dengan Kejaksaan yang memiliki kewenangan yang 
lebih terbatas dalam penggunaan alat sadap.Sehingga kejaksaan hanya bisa 
melakukan penyadapan pada tahap penyidikan.Sementara itu prosedur dan 
mekanisme penyadapan penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan, 
dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan 
melalui ijin pengadilan.Dimana kejaksaan diharuskan melakukan koordinasi 
dan meminta bantuan dengan lembaga lain untuk memulai proses penyadapan 
atas ijin dari pengadilan.Sehingga tindakan penyadapan yang dilakukan jaksa 
untuk saat ini adalah untuk melacak buronan pelaku tindak pidana 
korupsi.Tindakan penyadapan dalam rangka melacak pelaku tindak pidana 
korupsi yang telah kabur atau melarikan diri dan ditetapkan sebagai Daftar 
Pencarian Orang (DPO) agar segera diketahui keberadaannya untuk segera 
ditangkap.Hambatan jaksa yang lain adalah kewenangannya sebagai 
penyidik. Dalam proses penyidikan, adanya aturan mengenai lembaga lain 
yang juga berwenang dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini 
mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga 
dengan lembaga yang lain.  
Hambatan jaksa penyidik dalam mencari keoutentik bukti-bukti 
mendapat kesulitan, khususnya didalam membawa pelaku koruptor keranah 
pengadilan. Korupsi telah dimungkinkan menjadi budaya dengan mafia 
hukum yang mempengaruhi kekuasaan dan moral gaya hidup para birokrasi 
di Indonesia. Adanya oknum pejabat yang memegang jabatan, serta 
masyarakat yang terlibat dalam praktik korupsi. Faktor ekonomi yang 
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menuntut gaya hidup modern berakibat pada kurangnya kebutuhan sehari-
hari, berdampak pada cara yang tidak benar yaitu dengan korupsi. 
Upaya dalam menanggulangi pelaku tindak pidana korupsi sangatlah 
penting.Salah satunya dengan dibuatnya aturan khusus yang mengatur tentang 
kewenangan jaksa untuk dapat melakukan penyadapan. Serta aturan khusus 
mengenai prosedur dan mekanisme tindakan penyadapan oleh jaksa. 
Kemudian menyiapakan sarana penyadapan dan memiliki petugas ahli di 
bidang teknologi informatika yang bertanggungjawab dalam masalah 
penyadapan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
oleh peneliti, maka kesimpulanya yaitu : 
1. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan 
sebagai penyidik selain dari tugas utamanya adalah melakukan 
penuntutan. Jaksa diberikan wewenang oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan pada tindak pidana yang bersifat khusus, 
salah satunya adalah tindak pidana korupsi.Jaksa sebagai penyidik 
merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak 
pidana korupsi. Jaksa punya kewenangan yang lebih terbatas dalam 
penggunaan alat sadap, untuk melakukan penyadapan tidak bisa 
dilakukan sendiri melainkan melalui bantuan provider lain atas 
seijin pengadilan. Selain itu jaksa hanya bisa melakukan 
penyadapan pada tahap penyidikan.Sehingga untuk melaksanakan 
tugas dan fungsi tersebut jaksa harus bekerja sama dengan lembaga 
lain berdasarkan aturan hukum. Berbeda dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan belum bisa melakukan 
penyadapan di tahap penyelidikan. Maka dari itu, Kejaksaan 
memanfaatkan alat sadap untuk mengejar para buronan. 
2. Hambatan yang dialami Jaksa dalam melakukan penyadapan 
terhadap tindak pidana korupsi ada pada kewenangnya yang 
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terbatas, berbeda dengan kewenangan yang diberikan kepada 
Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi 
dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan terkait upaya penanganan tindak pidana korupsi 
berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. 
Selain kewenangannya yang terbatas dalam penggunaan alat sadap, 
jaksahanya bisa melakukan penyadapan pada tahap 
penyidikan.Sementara itu, belum tersedianya regulasi dan aturan 
yang pasti mengenai tata cara penyadapan oleh jaksa menjadi 
kendala utama yang terjdi dalam proses penyidikan.Faktor lain 
yang menjadi hambatan jaksa melaksanakan kewenangannya 
sebagai penyidik dalam proses penyidikan antara lain adanya 
aturan mengenai lembaga lain yang juga berwenang dalam proses 
penyidikan tindak pidana korupsi. Sehingga mengakibatkan 
terjadinya tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga dengan 
lembaga yang lainnya. Sebagai contoh kejaksaan dan kepolisian, 
yang sama-sama diberikan kewenangan untuk melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.  
 
B. Saran 
Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka penenliti dapat 
memberikan saran-saran sebagai berikut : 
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1. Pentingnya dibuatkan aturan mengenai mekanisme dan tata cara 
penyadapan yang dilakukan oleh kejaksaan agar tidak 
menimbulkan polemik dikemudian hari. Diberikan kewenangan 
yang lebih kepada kejaksaan untuk melakukan penyadapan dalam 
proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi menjadi penting 
untuk mencari alat bukti tambahan.  
2. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, kewenangan 
jaksa dalam melakukan penyadapan disamakan dengan 
kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 
Dibuatkan aturan tersendiri mengenai prosedur dan mekanisme 
penyadapan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, berdasarkan 
Standar Operasional Prosedur penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan serta tidak seijin ketua pengadilan agar efektif dan tidak 
terjadi kebocoran informasi. 
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